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Andi Kurniasari (B 111 08 407), PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KODE 
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PADA PRODUK KOPI 
dengan dosen pembimbing Bapak Ahmadi Miru (selaku pembimbing I) dan Ibu 
Nurfaidah Said (selaku pembimbing II). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Balai Besar Pengawas 
Obat dan Makanan serta Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 
terhadap produk yang menggunakan kode izin edar Produksi Industri Rumah Tangga 
(PIRT) di Sidoarjo. 
 Sumber data yang ditemukan dari penelitian ini yaitu dari hasil wawancara 
dengan pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya, Dinas 
Kesehatan Sidoarjo, pihak Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa 
Timur, dan pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Surabaya. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode wawancara 
dengan tetap memperhatikan literatur dan peraturan perundang-undangan. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif 
kualitatif yaitu cara pendekatan masalah dengan berdasarkan Undang-undang 
Perlindungan Konsumen, Undang-undang tentang Pangan serta Peraturan Kepala 
Badan Pengawas Obat dan Makanan selanjutnya berdasarkan data dari hasil 
wawancara yang ada. Penulis berusaha menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang 
bersifat khusus menjadi sebuah kesimpulan yang lebih umum. 
Dari hasil Penelitian yang diperoleh Peranan Balai Besar Pengawas Obat 
dan Makanan Surabaya selaku unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Republik Indonesia di Jawa Timurterhadap kode izin edar Produk Industri 
Rumah Tangga (PIRT) yang dicantumkan pada kemasan produk ada 2 (dua), yaitu 
pertama, untuk kode izin edar PIRT yang terdaftar pada Dinas Kesehatan dilakukan 
tindakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang 
Standard Mutu, Keamanan dan Gizi Pangan Pasal 47 ayat (2) huruf (f) yaitu izin edar 
PIRT yang dimiliki oleh pelaku usaha telah dicabut oleh pihak Dinas Kesehatan 
Sidoarjo. Kemudian yang kedua, untuk kode izin edar PIRT palsu atau fiktif atau 
tidak pernah dikeluarkan oleh pihak Dinas Kesehatan Sidoarjo dilakukan tindakan 
pengawasan rutin minimal 1 (satu) kali dalam setahun berdasarkan Peraturan Kepala 
Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Pemberian Sertifikat 
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, jika ternyata masih terdapat Produk kopi 
yang dimaksud masih beredar di masyarakat dan ditemukan di lapangan akan 
langsung ditarik oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya bekerja 
sama dengan Dinas Kesehatan Sidoarjo, adapun sanksi terhadap pelaku usaha 
yang mencantumkan kode izin PIRT palsu atau fiktif diatur dalam Pasal 58 Undang-
undang Pangan, yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda 
paling banyak Rp. 360.000.000.00,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan 
peranan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat setempat dalam 
hal ini Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur (YLPK Jatim) dalam 
kegiatannya melindungi konsumen yaitu menjalankan fungsinya seperti yang telah 
diatur pada Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 44 ayat (3), yakni 
memberikan informasi, bekerja sama dengan instansi terkait/berkompeten serta 
memperjuangkan hak komsumen dengan melakukan advokasi terhadap korban yang 
mengalami kerugian akibat mengonsumsi produk kopi yang berkode izin edar fiktif, 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara berkembang yang mana salah satu 
aspek yang sangat mempengaruhi perkembangannya adalah di bidang 
perekonomian, dalam hal ini meliputi bidang investasi, Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI) dan bidang perdagangan. Dalam kondisi perekonomian 
global khususnya dalam bidang perdagangan yang semakin ketat seperti 
ini, Indonesia harus siap dan mampu menghadapi persaingan usaha 
antara lain dengan menciptakan perlindungan hukum yang dapat memberi 
keamanan dan melindungi kegiatan perdagangan sehingga pelaku usaha 
dalam negeri maupun pelaku usaha dari luar merasa aman untuk 
berkompetisi, khususnya dalam kompetisi menghasilkan suatu produk.  
Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999, yang 
merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang secara formal 
merupakan benteng kekuatan para pelaku usaha luar dan dalam negeri 
sehingga dengan demikian mereka menjadi aman dan terlindungi hak dan 
kewajibannya. Hal ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah terhadap 
keselamatan konsumen, dimana kedudukan konsumen biasanya berada 
pada kedudukan yang lebih lemah. Konsumen selalu akan menjadi 
sasaran aktifitas bisnis para pelaku usaha untuk mendapatkan 
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keuntungan yang sebesar-besarnya sesuai dengan prinsip ekonomi, 
mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya yang 
sekecil-kecilnya. Oleh karena itu konsumen harus lebih selektif dalam 
membeli suatu produk. 
Empat hal yang perlu diperhatikan oleh konsumen, pertama, dari 
aspek ekonomi mikro. Kedua, dari aspek lingkungan misalnya kemasan 
yang tercemar secara kimiawi maupun biologis atau kemasan yang bahan 
bakunya langka dan dapat merusak lingkungan. Ketiga, dari aspek hukum 
misalnya soal legalitas produk tersebut mengenai terdaftarnya produk 
pada instansi kesehatan misalnya produk makanan, kemudian 
tanggungjawab produsen tentang kerugian-kerugian yang diterima 
pembeli/konsumen, serta standardisasi pelabelan dan iklan. Keempat, 
dari aspek kesehatan dan keamanan.1 
Khusus untuk aspek ketiga dan keempat, pada umumnya 
masyarakat atau konsumen dengan mudahnya percaya dengan 
keterangan-keterangan yang dicantumkan pada kemasan tanpa 
memikirkan apakah keterangan tersebut memang benar dikeluarkan oleh 
lembaga yang berwenang atau tidak. Selain itu, masyarakat atau 
konsumen juga penting untuk mempunyai pengetahuan mengenai bahan 
tambahan serta takaran yang ditentukan, sehingga dapat lebih selektif 
dalam membeli barang yang ingin dikonsumsi. 
                                                             
1
  Sudaryatmo.Hukum dan Advokasi Konsumen.PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 1999. 
Hlm. 1-2. 
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Pada tanggal 28 November 2011, Koran Harian Fajar Makassar 
memuat berita bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat 
BPOM telah meneliti 56 produk kopi dalam kemasan yang setelah diuji di 
laboratorium, hasilnya terdapat 22 merek kopi dalam kemasan yang 
mengandung Bahan Kimia Obata atau disingkat BKO jenis tadalafil dan 
sildenafil, kedua BKO tersebut merupakan golongan obat keras yang 
mempunyai efek terapi disfungi ereksi, apabila BKO tersebut dikonsumsi 
secara berlebihan dan tanpa resep dokter, maka dapat menimbulkan efek 
samping berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Terkait maraknya 
peredaran kopi dalam kemasan yang mengandung BKO tersebut maka, 
sesuai berita Koran Harian Fajar Makassar diberitakan bahwa pihak 
BPOM tidak pernah memberikan izin untuk produk kopi tersebut. 
Sementara pada sejumlah kemasan kopi tersebut tertera nomor registrasi 
sebagai kode izin bahwa telah memenuhi standardisasi mutu pangan, 
oleh karena itu maka besar kemungkinan nomor registrasi tersebut fiktif 
alias palsu.2 
Pasal 33 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan 
mengatur dengan jelas, setiap orang dilarang memberikan keterangan 
atau pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, 
dan atau dengan label atau iklan apabila keterangan atau pernyataan 
tersebut tidak benar dan menyesatkan. 
                                                             
2
  Merek Kopi Berbahaya. Harian Fajar. Makassar. 28 November 2011. hlm 1 dan 11 
(lanjutan). 
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Pada 22 merek kopi yang mengandung Bahan Kimia Obat tersebut 
mencantumkan kode sertifikasi Produksi Industri Rumah Tangga yang 
disingkat PIRT, yang mana kode sertifikasi PIRT diterbitkan oleh Dinas 
Kesehatan tempat produk didaftarkan. Adapun prosedur untuk terbitnya 
kode sertifikasi PIRT tersebut sesuai mekanisme pengawasan tidak lepas 
dari pengawasan BPOM yaitu selain dilakukan uji keamanan produk, 
BPOM juga menerbitkan Sertifikat Penyuluhan yang disingkat SP 
bersamaan dengan kode sertifikasi PIRT, dengan demikian maka 
seharusnya menjadi kewajiban bagi seluruh pelaku usaha untuk mengikuti 
penyuluhan keamanan panganyang diselenggarakan BPOM sebagai 
syarat terbitnya kode sertifikasi PIRT. 
Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat BPOM 
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata 
Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, merupakan badan yang 
bertugas di bidang pengawasan obat dan makanan yakni mengawasi 
keamanan, mutu, dan gizi pangan yang beredar di dalam negeri. Kegiatan 
oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan uji sampling 
produk yang beredar di masyarakat merupakan bentuk perlindungan 
terhadap konsumen agar hak konsumen untuk mendapatkan keamanan 
dan kenyamanan dalam mengonsumsi suatu produk terpenuhi. Terlebih 
ketika mengetahui bahwa BPOM telah menemukan 22 merek kopi yang 
mengandung Bahan Kimia Obat yang diduga mencantumkan kode BPOM 
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fiktif atau palsu. Pasal 111 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan telah mengatur tentang pangan yang layak untuk beredar 
yakni setiap makanan dan minuman yang akan diberi izin edar harus 
memenuhi standardisasi dan keamanan pangan khususnya persyaratan 
kesehatan. Selain itu, makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi 
tanda atau label sesuai Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan 
Pangan. Namun konsumen tidak akan pernah tahu nomor registrasi yang 
dicantumkan dalam kemasan produk tersebut benar dikeluarkan oleh 
pihak BPOM atau pun Dinas Kesehatan atau tidak,tanpa pernyataan dari 
pihak BPOM sendiri. Oleh karena itu dapat dilihat pentingnya itikad baik 
dimiliki oleh setiap pelaku usaha dalam menjalankan suatu usahanya, 
sebab layaknya suatu produk untuk dikonsumsi hanya dapat diketahui 
melalui cara tertentu seperti uji laboratorium oleh pihak yang 
berkompeten. 
Pasal 7 huruf (a) Undang-undang Perlindungan Konsumen, 
menegaskan yaitu salah satu kewajiban pelaku usaha yaitu harus 
beriktikad baik dalam melakukan usahanya, antara lain tidak dibenarkan 
mencampurkan bahan kimia obat pada produk pangan serta 
mencantumkan kode PIRT yang mana produk pangan yang diproduksi 
pada kenyataannya tidak memenuhi standardisasi mutu pangan. 
Melihat kondisi pelaku usaha yang seringkali menggunakan segala 
cara untuk memasarkan produknya, membuat masyarakat atau konsumen 
yang menjadi korban terkadang tidak tahu kemana harus mengadukan 
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keluhan apabila mereka mengalami kerugian.Untuk itu, peran serta 
negara sangatlah dibutuhkan dalam melindungi konsumen. Selain 
peraturan mengenai perlindungan konsumen dalam bentuk undang-
undang, dibutuhkan pula lembaga khusus yang dapat melindungi 
konsumen baik yang dibentuk oleh swadaya masyarakat maupun yang 
dibentuk oleh pemerintah, dimana lembaga tersebut berfungsi melindungi 
konsumen dari perbuatan pelaku usaha yang tidak beriktikad baik. 
Mengingat secara mendasar konsumen membutuhkan perlindungan 
hukum yang memadai, yang memberikan jaminan bahwa ia berada pada 
posisi yang sederajat dengan pelaku usaha.  
Saat ini telah ada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 
Masyarakat yang disingkat LPKSM yang dibentuk oleh masyarakat yang 
berfungsi sebagai penerima aspirasi atau keluhan masyarakat atau 
konsumen yang dirugikan. Sedangkan Badan yang dibentuk oleh 
pemerintah untuk menyelesaikan kasus sengketa konsumen adalah 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Lembaga 
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) maupun Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk untuk memberikan 
perlindungan hukum terhadap konsumen, karena pada umumnya 
kedudukan konsumen selalu lebih lemah dibandingkan dengan 
kedudukan pelaku usaha yang relatif lebih kuat dalam banyak hal. Adapun 
ketentuan yang menjelaskan mengenai Lembaga Perlindungan 
Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) terdapat pada Pasal 44 
Undang-undang Perlindungan Konsumen, sedangkan Badan 
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Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdapat pada Pasal 49 
sampai dengan Pasal 58 Undang-undang Perlindungan Konsumen. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka 
yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 
terhadap produk kopi yang berkode fiktif ? 
2. Bagaimana peranan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 
Masyarakat (LPKSM) terhadap kerugian yang timbul pada 
konsumen akibat produk kopi yang berkode fiktif ? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
a. Untuk mengetahui sejauh mana tindakan yang dilakukan atau 
peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap 
produk kopi mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) yang 
mencantumkan kode izin edar fiktif pada kemasannya. 
b. Untuk mengetahui peranan Lembaga Perlindungan Konsumen 
Swadaya Masyarakat (LPKSM) selaku lembaga yang diakui oleh 
pemerintah memiliki salah satu tugas membantu konsumen 
dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan 
atau pengaduan konsumen, terhadap kerugian yang timbul pada 
konsumen akibat produk kopi mengandung Bahan Kimia Obat 
yang mencantumkan kode izin edar fiktif pada kemasannya. 
8 
2. Manfaat penelitian 
a. Sebagai bahan referensi pelengkap dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan dan pengembangan studi hukum keperdataan 
terkait hukum perlindungan konsumen; 
b. Memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin 
mengetahui dan mempelajari tentang hukum khususnya 













A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen 
1. Pengertian  
a. Konsumen 
Kata konsumen merupakan istilah yang biasa digunakan 
masyarakat untuk orang yang mengonsumsi atau memanfaatkan suatu 
barang atau jasa.Selain itu sebagian orang juga memberi batasan 
pengertian konsumen yaitu orang yang memiliki hubungan langsung 
antara penjual dan pembeli yang kemudian disebut konsumen. 
Pengertian di atas dapat dibenarkan bahwa setiap orang yang 
mengonsumsi baik yang berhubungan langsung antara penjual dengan 
pembeli atau pun tidak memiliki hubungan langsung dan hanya 
mengkonsumsi dapat dikatakan sebagai konsumen. 
Secara harfiah konsumen adalah orang yang memerlukan, 
membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh.Adapaun 
istilah konsumen berasal dari bahasa inggris yaitu “consumer”, atau dalam 
bahasa Belanda yaitu “consument”.3 
Beberapa peraturan undang-undang memberikan pengertian 
tentang konsumen. Misalnya, dalam Undang-undang Perlindungan 
Konsumen Pasal 1 angka (2),  yaitu konsumen adalah setiap orang 
                                                             
3
  N.H.T. Siahaan. Hukum Konsumen. Perlindungan konsumen dan tanggung jawab 
produk. Panta Rei.  2005. Hlm. 22.  
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pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain 
dan tidak untuk diperdagangkan. 
Menurut Ahmadi miru dan Sutarman yodo, pengunaan istilah 
“pemakai” dalam rumusan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen tersebut sesungguhnya kurang tepat. Ketentuan 
yang menyatakan “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang 
dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat” apabila dihubungkan 
dengan anak kalimat yang menyatakan “bagi kepentingan diri sendiri, 
keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain”, tampak ada kerancuan 
di dalamnya. Sebagai pemakai dengan sendirinya untuk kepentingan diri 
sendiri dan bukan untuk keluarga, bijstander, atau makhluk hidup 
lainnya.Demikian pula penggunaan istilah “pemakai” menimbulkan kesan 
barang tersebut bukan milik sendiri, walaupun sebelumnya telah terjadi 
transaksi jual beli. Jika seandainya istilah yang digunakan “setiap orang 
yang memperoleh” maka secara hukum akan memberikan makna yang 
lebih tepat, karena apa yang diperoleh dapat digunakan untuk 
kepentingan sendiri maupun untuk orang lain. Selain itu cakupan 
konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dianggap 
sempit, karena konsumen sesungguhnya tidak hanya terbatas pada 
subjek hukum “orang”, akan tetapi masih ada subjek hukum lain yang juga 
sebagai konsumen akhir yaitu “badan hukum” yang mengonsumsi barang 
dan/atau jasa serta tidak untuk diperdagangkan. Oleh karena, itu lebih 
tepat bila dalam pasal ini menentukan “setiap pihak yang memperoleh 
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barang dan/atau jasa” yang dengan sendirinya tercakup orang dan badan 
hukum, atau paling tidak ditentukan dalam penjelasan Pasal 1 angka (2) 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut. Terkait dengan Pasal 
45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang 
gugatan ganti kerugian dari konsumen kepada pelaku usaha, maka 
keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain,4 tidak dapat menuntut ganti 
kerugian karena mereka tidak termasuk konsumen, tetapi kerugian yang 
dialaminya dapat menjadi alasan untuk mengadakan tuntutan ganti 
kerugian. Berdasarkan hal itu, pengertian konsumen sebaiknya 
menentukan bahwa: “Konsumen adalah setiap orang/badan hukum yang 
memperoleh dan/atau memakai barang/jasa yang berasal dari pelaku 
usaha dan tidak untuk diperdagangkan”. Disebutkannya kata “berasal dari 
pelaku usaha”, karena pengertian konsumen sangat terkait dengan 
masalah tuntutan ganti kerugian dari konsumen kepada pelaku usaha, 
sedangkan konsumen (dalam pengertian sehari-hari) yang tidak 
memperoleh barang/jasa dari pelaku usaha tidak tercakup dalam undang-
undang ini. Selain itu, perlu juga dikemukakan dalam pengertian 
konsumen tentang “tidak untuk diperdagangkan” yang menunjukkan 
sebagai konsumen akhir sehingga membedakan dengan konsumen 
antara, yang mana konsumen antara tidak dapat menuntut pelaku usaha 
berdasarkan undang-undang ini.5 
                                                             
4
  Makluk hidup lain, dalam hukum memang bukan subjek hukum. 
5
  Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen. Rajawali Pers. 
Jakarta. 2010. Hlm. 4-5. 
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Setelah memahami pengertian konsumen dari beberapa peraturan 
perundang-undangan, konsumen dalam Undang-undang Perlindungan 
Konsumen terlihat menjangkau segala kepentingan karena tidak hanya 
meliputi orang sebagai subjek hukum namun pasal tersebut juga 
melindungi kepentingan makhluk hidup lainnya. Namun menurut Ahmadi 
Miru dan Sutarman Yodo yang merupakan pakar hukum, terdapat 
beberapa istilah yang digunakan dalam pengertian konsumen pada 
Undang-undang Perlindungan Konsumen yang tidak tepat. 
Mengacu pada pengertian konsumen dalam Undang-undang 
Perlindungan Konsumen terdapat batas bahwa barang atau jasa yang 
dikonsumsi tidak untuk diperdagangkan, sehingga setiap pedagang yang 
membeli lalu menjualnya kembali tidak dapat dikatakan sebagai 
konsumen. 
Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan 
konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat 
akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen 
yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi 
suatu produk lainnya.Maka yang dimaksud dari pengertian konsumen 
menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah konsumen 
akhir.6 
                                                             
6
  Ibid. hlm. 4. 
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Ditegaskan kembali oleh Az. Nasution dengan memberikan batasan 
mengenai konsumen, yaitu:7 
1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau 
jasa digunakan untuk tujuan tertentu. 
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang 
dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat 
barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial). 
3. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan 
menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi 
kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan 
tidak untuk diperdagangkan kembali (nokomersial). 
Pengertian konsumen juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 
5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat, yaitu konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna 
barang atau jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri dan/atau orang lain. 
Selain pengertian-pengertian di atas, dikemukakan pula pengertian 
konsumen, yang khusus berkaitan masalah ganti kerugian. Di Amerika 
Serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk cacat” yang bukan 
hanya meliputi pembeli melainkan juga korban yang bukan pembeli, 
namun pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh 
perlindungan yang sama dengan pemakai.8 
                                                             
7
  Celina tri siwi kritiyanti. Hukum Perlindungan Konsumen. Sinar Grafika. Jakarta. 
2008. Hlm 25.  
8
  Ahmadi Miru. Prinsip-prinsip perlindungan bagi Konsumen di Indonesia. Rajawali 
Pers.  2011. Hal. 21. 
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b. Perlindungan konsumen dan Hukum perlindungan konsumen 
Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Undang-undang 
Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka (1), yaitu perlindungan konsumen 
adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 
memberi perlindungan kepada konsumen. 
Meskipun dalam pasal di atas hanya menyebutkan perlindungan 
terhadap konsumen namun bukan berarti Undang-undang Perlindungan 
Konsumen ini hanya melindungi konsumen saja, melainkan hak-hak 
pelaku usaha juga menjadi perhatian, namun hanya karena seringnya 
konsumen menjadi objek kesewenang-wenangan para pelaku usaha 
sehingga perlindungan terhadap konsumen terlihat lebih ditonjolkan. 
Secara garis besar, perlindungan konsumen dibagi atas tiga bagian 
besar, yaitu: (a) hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari 
kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan, (b) 
hak untuk memperoleh barang dengan harga yang wajar, (c) hak untuk 
memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang 
dihadapi.9 
Sesuai garis besar yang disebutkan di atas, kemudian disimpulkan 
menjadi tiga prinsip perlindungan konsumen, yaitu:10 
1. Prinsip perlindungan kesehatan/harta konsumen. 
2. Prinsip perlindungan atas barang dan harga. 
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara patut. 
                                                             
9
  Ibid. Hal. 180.  
10
  Ibid. 
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Selanjutnya, dunia internasional juga ikut memberi perhatian 
mengenai perlindungan terhadap konsumen yaitu dinyatakan dalam 
Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 39/248, tanggal 16 April 1985 
tentang Perlindungan Konsumen, yaitu kepentingan konsumen yang 
harus dilindungi, yaitu: 
1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan 
dan keamanannya. 
2. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen. 
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk 
memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat 
sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi. 
4. Pendidikan konsumen. 
5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif. 
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi 
lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada 
organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses 
pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. 
Hukum perlindungan konsumen sampai sekarang belum memiliki 
pengertian baku baik dalam peraturan perundang-undangan maupun 
dalam kurikulum akademis. Namun beberapa orang sering mengartikan 
hukum perlindungan konsumen sama saja dengan istilah hukum 
konsumen. 
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Az Nasution membedakan hukum konsumen dengan hukum 
perlindungan konsumen. Pembedaan kedua pengertian di atas lebih jauh 
seperti dikatakan demikian:11 
“…pada umumnya, hukum umum yang berlaku dapat pula 
merupakan hukum konsumen, sedang bagian-bagian tertentunya 
yang mngandung sifat-sifat membatasi dan/atau mengatur syarat-
syarat tertentu perilaku kegiatan usaha dan/atau melindungi 
kepentingan konsumen, merupakan hukum perlindungan 
konsumen.” 
 
Menurut pakar hukum yang banyak melibatkan diri dalam Yayasan 
Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yang dimaksud dengan hukum 
konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang 
mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk 
barang dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunanya dalam 
kehidupan bermasyarakat. Sedangkan mengenai hukum perlindungan 
konsumen didefinisikannya sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-
kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan 
masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia 
dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.12 
Selain dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, hukum 
perlindungan konsumen juga diatur dalam Pasal 383 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) berikut ini:13 
“Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat 
bulan, dihukum penjual yang menipu pembeli:  
                                                             
11
  N.H.T Siahaan. Op.cit. Hlm 31-32. 
12
  Ibid. Hlm. 32 
13
  R. Soesilo.Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), serta komentar-
komentarnya lengkap pasal demi pasal. Politeia. Bandung. 2000. Hlm 265.  
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(1) dengan sengaja menyerahkan barang lain daripada yang 
ditunjuk untuk dibeli,  
(2) tentang keadaan, sifat atau banyaknya barang yang diserahkan 
dengan memakai akal dan tipu muslihat.” 
 
c. Barang dan Jasa 
Produk yang dimaksud dalam pengertian tanggung jawab produk 
menurut Agnes M. Toar adalah semua benda bergerak atau tidak 
bergerak/tetap. 14 Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen 
pengertian produk tidak didefinisikan secara langsung, melainkan produk 
dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen terbagi menjadi dua 
jenis, yaitu barang dan jasa. 
Pengertian barang dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen 
Pasal 1 angka (4), yaitu barang adalah setiap benda baik berwujud 
maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat 
dihabiskan maupun tidak dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, 
dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.Kemudian 
pengertian jasa dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 
angka (5), yaitu: “jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan 
atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh 
konsumen.” 
Definisi produk di atas menyebutkan benda bergerak ataupun tidak 
bergerak, dapat dihabiskan atau tidak dihabiskan untuk diperdagangkan 
dan dimanfaatkan oleh konsumen. Dalam Undang-undang Pangan juga 
                                                             
14
  Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. Op.cit. Hlm 24. 
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terdapat pengertian pangan dimana memberikan pengertian mengenai 
produk pangan, yaitu: “pangan adalah segala sesuatu dari sumber hayati 
dan air, bahkan yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan 
sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan 
tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan 
dalam proses penyiapan, pengolahan atau pembuatan makanan atau 
minuman.” 
Pengertian pangan lebih mengkhususkan pada produk makanan 
dan minuman untuk dikonsumsi oleh manusia atau konsumen baik 
konsumen antara maupun konsumen akhir. 
 
d. Pelaku usaha 
Pelaku usaha juga sering diistilahkan dengan kata produsen.Istilah 
produsen sendiri berasal dari bahasa Belanda yakni producent, dalam 
bahasa Inggris, producer yang artinya adalah penghasil.
15
 Sedangkan 
secara yuridis, Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 
(1) memberikan pengertian pelaku usaha, yaitu: 
“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan 
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum 
yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 
hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 
bidang ekonomi.” 
 
Selain itu, dalam Pasal 1 angka (3) Undang-undang Larangan 
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha juga memberikan definisi tentang 
                                                             
15
  N.H.T.Siahaan. Op.cit. Hlm. 26. 
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pelaku yang kurang lebih memiliki maksud yang sama dengan Undang-
undang Perlindungan Konsumen. 
Dalam Product Liability Directive yang selanjutnya disebut 
Directive, pengertian pelaku usaha atau produsen meliputi:16 
1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang 
manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian 
yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, 
termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang 
merupakan komponen dalam proses produksinya; 
2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk; 
3. Siapa yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-
tanda lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen 
dari suatu barang. 
2. Asas-asas Perlindungan Konsumen.17 
Asas-asas dalam perlindungan konsumen tercantum jelas dalam 
Undang-undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 2, yaitu: 
“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keamanan, dan 
keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.” 
Asas manfaat dalam perlindungan konsumen dimaksud untuk 
dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan 
manfaat semaksimal mungkin, baik bagi kepentingan konsumen dan 
pelaku usaha secara keseluruhan. 
                                                             
16
  Celina Tri Siwi Kristianti, S.H., M.Hum. Op.cit. Hlm 41-42. 
17
  NHT Siahaan. Op.cit. Hlm. 83. 
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Asas keadilan dalam perlindungan konsumen yaitu agar partisipasi 
seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan 
kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh 
haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 
Asas keseimbangan dalam perlindungan konsumen dimaksud 
untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku 
usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. 
Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen 
dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 
yang dikonsumsi atau digunakan. 
Asas kepastian hukum yang dimaksudkan agar pelaku usaha 
maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 
menyelenggarakan perlindungan konsumen serta Negara menjamin 
kepastian hukum. 
 
3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha 
a. Konsumen 
Dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen 
menyebutkan hak konsumen, yang mengatur: 
“Hak konsumen, adalah: 
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengonsumsi barang dan/atau jasa; 
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa 
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 
dijanjikan; 
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3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan dan/atau jasa; 
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 
dan/atau jasa yang digunakan. 
5. Hak untuk mendapatkan  advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian perlindungan konsumen secara patut. 
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif. 
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa ang diterima tidak 
sesuai denga perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan 
lainnya.” 
 
Dalam Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, 
meyebutkan tentang kewajiban konsumen, yaitu: 
“Kewajiban konsumen, adalah: 
1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi 
keamanan dan keselamatan.  
2. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 
dan/atau jasa. 
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut.  
 
 
b. Pelaku usaha 
Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, juga terdapat hak 
bagi pelaku usaha, yaitu: 
“Hak pelaku usaha adalah: 
1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan. 
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan 
konsumen yang beriktikad tidak baik. 
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen. 
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4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang 
dan/atau jasa yang diperdagangkan. 
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
 
Undang-undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang 
kewajiban pelaku usaha, yaitu: 
“Kewajiban pelaku usaha adalah: 
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member 
penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. 
3. Memperlakukan atau melayani kosumen secara benar dan 
jujur serta tidak diskriminatif. 
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi 
danatau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar 
mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. 
5. Member kesempatan kepada konsumen untuk menguji 
dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta 
member jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat 
dan/atau diperdagangkan. 
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau 
dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.”   
 
 
B. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 
1. Pengertian dan Latar Belakang Badan Pengawas Obat dan 
Makananan 
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan 
Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), yaitu sesuai Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 merupakan lembaga 
pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah 
tertentu dari presiden serta bertanggung jawab langsung kepada presiden. 
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Latar belakang terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan 
(BPOM) adalah dengan melihat kemajuan teknologi telah membawa 
perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, 
obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan 
kemajuan teknologi tersebut produk-produk dari dalam dan luar negeri 
dapat tersebar cepat secara luas dan menjangkau seluruh strata 
masyarakat. Semakin banyaknya produk yang ditawarkan mempengruhi 
gaya hidup masyarakat dalam mengonsumsi produk. Sementara itu 
pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan 
menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan 
dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengonsumsi 
secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.  
Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional 
dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan risiko 
dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. 
Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan 
berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta 
berlangsung secara amat cepat.  
Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan 
Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, 
mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi 
keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam 
maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk Badan Pengawas Obat 
dan Makanan  yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta 
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kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang 
tinggi.18 
 
2. Fungsi dan wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu:19 
a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang 
pengawasan Obat dan Makanan. 
b. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan 
Makanan. 
c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM. 
d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap 
kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan 
Makanan. 
e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di 
bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata 
laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, 
perlengkapan dan rumah tangga. 
Diatur pula dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 
Pasal 69 tentang wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu: 
a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; 
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  http://pom.go.id/profile/latar_belakang.asp. diakses pada 27 Januari 2012, Pukul. 
03.05 WITA 
19
  http://pom.go.id/profile/fungsi_badan_POM.asp. diakses pada 27 Januari 2012, 




b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung 
pembangunan secara makro; 
c. Penetapan sistem informasi di bidangnya; 
d. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) 
tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan 
peredaran obat dan makanan; 
e. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan 
industri farmasi; 
f. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan 
pengawasan tanaman obat. 
Khusus untuk standar keamanan, mutu dan gizi pangan, 
berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang 
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan Pasal 41 ayat (4), yaitu menteri 
bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan, atau kepala badan 
berkoordinasi dengan kepala badan yang bertanggung jawab di bidang 
standardisasi nasional untuk mengupayakan saling pengakuan 
pelaksanaan penilaian kesesuaian dalam memenuhi persyaratan negara 
tujuan, sedangkan dalam hal pengawasan oleh Badan Pengawas Obat 
dan Makanan dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah tentang Keamanan, 
Mutu dan Gizi Pangan juga mengatur yaitu, dalam rangka pengawasan 
keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap pangan olahan baik yang 
diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah 
Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum 
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diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran yang ditetapkan 
oleh Kepala Badan,20 apabila suatu produk melakukan pelanggaran yakni 
tidak sesuai dengan syarat standar mutu pangan atau terbukti 
mengandung bahan tambahan berbahaya, badan pengawas obat dan 
makanan mempunyai kewenangan untuk menarik secara langsung produk 
tersebut dari peredaran. 
 
3. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan21 
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan merupakan 
“perpanjangan tangan” dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang 
terletak di Ibu Kota Provinsi di seluruh Indonesia. 
Sesuai dengan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan No. 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 Tentang Organisasi Dan 
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan BPOM, maka BBPOM 
terdiri dari: 
Bidang Pengujian Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, dan 
Produk Komplimen yang mempunyai tugas melaksanakan penysunan 
rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan 
pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian 
mutu bidang di bidang produk terapetik, narkotika, obat tradisional, 
kosmetika dan produk komplimen. 
                                                             
20
  Badan adalah badan yang bertanggung jawab di bidang pengawasan obat dan 
makanan. Pasal 1 angka (27) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. 
21
  Op.Cit. Hlm. 49. 
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1. Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya yang 
mempunyai tugas: 
Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi 
dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara 
laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan 
dan bahan berbahaya. 
2. Bidang Pengujian Mikrobiologi yang mempunyai tugas:  
Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi 
dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara 
laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi. 
3. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan yang mempunyai tugas: 
Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja serta 
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan 
setempat, pengambilan contoh untuk pengujian dan 
pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan 
serta penyidikan kasus pelanggaran hokum di bidang produk 
terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat 
tradisional, kometika, produk komplimen, pangan dan bahan 
berbahaya. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas maka 
bidang Pemeriksaan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi: 
1. Penyusunan rencana dan program pemeriksaan dan penyidikan 
obat dan makanan. 
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2. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan 
pemeriksaan sarana produksi, distribusi, instansi kesehatan di 
bidang terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat 
tradisional, kosmetika, dan produk komplimen. 
3. Melaksanakan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan 
pemeriksaan sarana distribusi di bidang pangan dan bahan 
berbahaya. 
4. Evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan dan penyidikan 
obat dan makanan. 
Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri dari: 
1. Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan 
setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan 
sarana produksi dan distribusi, produk terapetik, narkotika, 
psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, 
produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya. 
2. Seksi penyidikan mempunyai tugas melakukan penyidikan 
terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapetik, 
narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, 
kosmetika, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya. 
Bidang sertifikasi dan Layanan Konsumen melaksanakan 
penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan 
sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan 
konsumen. 
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Bidang sertifikasi dan layanan konsumen terdiri dari:  
1. Seksi sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi produk, 
sarana produksi dan distribusi tertentu. Seksi layanan informasi 
konsumen mempunyai tugas melakukan layanan informasi 
konsumen. 
2. Sub bagian tata usaha mempunyai tugas memberikan 
pelayanan teknis dan administrasi dalam lingkungan Balai Besar 
Pengawas Obat dan Makakan. 
3. Pengawasan Obat dan Makanan di pelabuhan dan perbatasan 
dilakukan oleh satuan kerja Balai Besar Pengawas Obat dan 
Makanan melalui bidang pemeriksaan dan penyidikan. 
Kewenangan BBPOM ada 2, yaitu: 
1. Kewenangan Preventif yaitu kewenangan yang biasa juga 
disebut kewenagan pre market adalah kewenangan BBPOM 
untuk memeriksa setiap produk obat dan makana sebelum 
beredar dan dipasarkan ke masyarakat dengan melalui tahap 
sertifikasi dan registrasi produk, sarana produksi serta distribusi 
produk tersebut.  
2. Kewenangan represif yaitu kewenangan yang biasa juga disebut 
kewenangan post market adalah kewenangan BBPOM untuk 
mengadakan pemeriksaan terhadap produk obat dan makanan 
yang beredar di masyarakat, dengan proses : 
a. Pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat 
da/atau makanan. 
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b. Melakukan sampling dan uji laboratorium terhadap produk 
yang dicurigai mengandung bahan berbahaya atau produk 
yang tidak mempunyai produksi serta produk yang dicurigai 
berbahaya bagi kesehatan masyarakat. 
Apabila dari hasil pemeriksaan sampling uji laboratorium terbukti 
bahwa produk obat atau makanan tersebut tidak memenuhi syarat maka 
BBPOM berwenang untuk menarik produk tersebut dari peredaran, 
member peringatan kepada pelaku usaha dan distribusi produk tersebut 
untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta memberi peringatan kepda 
masyarakat tentang produk yang tidak memenuhi syarat tersebut. 
 
4. Kode Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Definisi kode dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu tanda 
(kata-kata, tulisan) yang disepakati untuk maksud tertentu, sedangkan 
BPOM sendiri sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 
Tahun 2001 merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh 
pemerintah yang berfungsi mengawasi kondisi setiap produk obat, 
makanan dan minuman yang beredar di Indonesia. 
Kode Badan Pengawas Obat dan Makanan khususnya untuk 
makanan dan minuman terdapat 4 (empat) jenis, dimana setiap kode 
memiliki maksud tertentu, yaitu:22 
                                                             
22
  http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090420070830AALY0QB. 
Diakses Tanggal 24 Januari 2012. Pukul 02.35. 
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1. MD merupakan kode untuk produk yang dibuat di Indonesia atau 
merupakan merek nasional atau dalam negeri. 
2. ML merupakan kode untuk produk yang berasal dari luar negeri 
kemudian diimpor masuk ke dalam negeri atau merek dari luar 
negeri. 
3. SP merupakan Surat Penyuluhan yang diberikan kepada 
perusahaan menengah yang telah mengikuti Penyuluhan 
Keamanan Pangan (PKP). 
4. PIRT merupakan Pangan Industri Rumah Tangga yang diberikan 
pihak Dinas Kesehatan sesuai aturan yang dikeluarkan oleh BPOM 
kemudian diberikan kepada Industri atau Jenis Usaha Rumah 
Tangga. 
Kode MD dan ML diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makan 
kepada produk perusahaan yang sudah besar.Sedangkan, kode SP dan 
PIRT diberikan oleh Dinas Kesehatan untuk produk perusahaan yang 
masih dilakukan dengan sederhana dan modal yang menengah dan telah 
memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan Badan 
Pengawas Obat dan Makanan. 
 
C. Industri Rumah Tangga 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang 
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan Pasal 1 angka (16) menyebutkan 
pengertian Industri Rumah Tangga Pangan adalah perusahaan pangan 
yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan 
pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. 
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Adapun  beberapa kriteria suatu usaha industri rumah tangga:23 
1. Kegiatan Industri dilakukan di rumah tangga. 
2. Tenaga kerja yang dipekerjakan tidak lebih dari 3 orang. 
3. Peralatan pengolahan yang digunakan mulai dari manual hingga 
alat semi otomatis. 




1. Industri Rumah Tangga bidang kosmetik (alat-alat kecantikan), 
misalnya skin tonic lotion, face lotion, cleansing cream, bedak 
powder, minyak rambut kental, minyak rambut hair cream. 
2. Industri Rumah Tangga bidang kebutuhan sehari-hari, misalnya 
sabun mandi, sabun cuci batangan, sabun cuci deterjen, pasta 
gigi. 
3. Industri Rumah tangga bidang obat-obatan ringan, misalnya 
minyak angin, obat gosok, obat kutu busuk, obat nyamuk. 
4. Industri Rumah Tangga bidang makanan, misalnya keripik ubi, 
keripik pisang, emping. 
5. Industri Rumah Tangga bidang Minuman, misalnya soda, jus 
buah. 
Bentuk pemasaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha 
industri rumah tangga adalah dengan cara menitipkan barang hasil 
produksinya pada warung atau toko-toko terdekat yang terdapat di sekitar 
tempat usaha mereka. 
                                                             
23
  Abrianto. 2012. Skripsi: pertanggungjawaban terhadap produk industri rumah tangga 
(Home Industry) tanpa izin Dinas Kesehatan. Makassar.hlm. 37. 
24
  Ibid. hlm. 38. 
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D. Pengertian, fungsi dan tugas Lembaga Perlindungan 
Konsumen Swadaya Masyarakat 
Pengertian Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 
Masyarakat atau LPKSM dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang 
Perlindungan Konsumen, yaitu: “Lembaga Perlindungan Konsumen 
Swadaya Masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan 
diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani 
perlindungan konsumen.” Lembaga ini dibentuk oleh kelompok swadaya 
masyarakat yang menunjukkan bahwa selain pemerintah perlindungan 
konsumen merupakan tanggung jawab masyarakat. Dimana pada Pasal 
44 ayat (2) dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan: 
“Lembaga perlindungan konsumen swadaya mayarakat memiliki 
kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan 
konsumen.” 
Adapula yang mengatakan Lembaga Perlindungan Konsumen 
Swadaya Masyarakat ini tidak murni digerakkan oleh masyarakat 
melainkan ada intervensi dari pemerintah sebab syarat dan tugasnya 
masih diatur oleh pemerintah. Hal ini dilihat pada Pasal 44 Undang-
undang Perlindungan Konsumen mengenai Lembaga Perlindungan 
Konsumen Swadaya Masyarakat, yaitu: “Pemerintah mengakui lembaga 
perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat. 
”Memenuhi syarat yang dimaksud dalam pasal ini adalah terdaftar dan 
diakui serta bergerak di bidang perindungan konsumen. 
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Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 
Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 
Masyarakat menjelaskan mengenai kedudukan LPKSM, yaitu: 
1. Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 
Masyarakat yang memenuhi syarat, yakni: 
a. Terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota, dan 
b. Bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana 
tercantum dalam anggaran dasarnya. 
2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan 
perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia. 
Pendaftaran tersebut hanya dimaksudkan sebagai pencatatan dan 
bukan merupakan perizinan. Demikian pula, bagi Lembaga Perlindungan 
Konsumen Swadaya Masyarakat yang membuka kantor perwakilan atau 
cabang di daerah lain, cukup melaporkan kantor perwakilan atau cabang 
tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota setempat dan tidak perlu 
melakukan pendaftaran di tempat kedudukan kantor perwakilan atau 
cabang tersebut.25 
Berkaitan dengan implementasi perlindungan konsumen, Undang-
undang Perlindungan Konsumen mengatur tugas dan wewenang 
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana 
tertuang dalam Pasal 44 ayat(3), yaitu: 
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  Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo.Op.cit.Hlm 215. 
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“Tugas lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 
meliputi: 
a. Menyebar informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas 
hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam 
mengonsumsi barang dan/atau jasa. 
b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya. 
c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan 
perlindungan konsumen. 
d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk 
menerima keluhan atau pengaduan konsumen. 
e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat 
terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.”  
 
Pada ayat (4) menjelaskan, yaitu: “Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.” 
 
E. Label 
Dalam konteks pencantuman kode Badan Pengawas Obat dan 
Makanan dalam kemasan erat juga kaitannya dengan label. Adapun 
pengertian label pada Pasal 1 angka (15) Undang-undang Pangan, yaitu: 
“Label pangan adalah keterangan mengenai pangan yang berbentuk 
gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain disertakan pada 
pangan, dimasukkan ke dalam pangan, ditempelkan pada, atau 
merupakan bagian kemasan pangan.”    
Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Pangan juga mengatur 
mengenai keterangan yang wajib dicantumkan pada label, yaitu: 
“Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-
kurangnya keterangan mengenai: 
a. Nama produk, 
b. Daftar bahan yang digunakan, 
c. Berat bersih atau isi bersih, 
36 
d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan 
pangan ke dalam wilayah Indonesia, 
e. Keterangan tentang halal, dan 
f. Tanggal, bulan, tahun kadaluwarsa.”  
 
Pada ayat (3) Undang-undang Pangan, menjelaskan: “Selain 
keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah dapat 
menetapkan keterangan lain yang wajib atau dilarang untuk dicantumkan 
pada label pangan.” 
Dalam Pasal 33 Undang-undang Pangan menegaskan beberapa 
hal larangan pelabelan pada kemasan oleh pelaku usaha, yaitu: 
“1. Setiap label dan atau iklan tentang pangan yang diperdagangkan 
harus memuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan 
tidak menyesatkan. 
2. Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan 
tentang pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau 
dengan label atau iklan apabila keterangan atau pernyataan 
tersebut tidak benar dan atau menyesatkan. 
3. Pemerintah mengatur, mengawasi, dan melakukan tindakan yang 
diperlukan agar iklan tentang pangan yang diperdagangkan tidak 






A. Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di beberapa 
tempat di kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yaitu: 
1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya. 
2. Dinas Kesehatan Sidoarjo. 
3. Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur. 
4. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Surabaya. 
Adapun alasan mengadakan penelitian di lokasi tersebut 
didasarkan atas pertimbangan bahwa tempat tersebut berhubungan 
dengan masalah yang akan diteliti.   
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 
terbagi atas 2 (dua), yakni: 
a. Data primer, yaitu informasi yang penulis peroleh di lapangan 
melalui wawancara dengan pihak yang berwenang, dalam hal 
ini Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang Pemeriksaan 
dan Penyidikan Balai Besar POM Surabaya, Kepala Bidang 
Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Surabaya. Ketua 
Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur, dan 
38 
Staff Bagian Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen Surabaya.   
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui data 
kepustakaan berupa bahan-bahan tertulis yang mencakup 
tulisan-tulisan yang melalui hasil penelitian ilmiah, internet, dan 
buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas 
dalam penelitian. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
1. Teknik wawancara, yaitu mengumpulkan data secara langsung 
melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah 
disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur di 
4 (empat) instansi yaitu, Balai Besar Pengawas Obat dan 
Makanan (BBPOM) Surabaya, Ibu Edy Kusumastuti, Apt., 
selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Besar POM 
Surabaya dan Ibu Dra. Trikoranti, M.Apt. selaku Kepala Bidang 
Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar POM Surabaya. Dinas 
Kesehatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Ibu Endang Sulastri, 
S.KM., selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas 
Kesehatan Sidoarjo.Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen 
Jawa Timur, Bapak Muhammad Said Sutomo, selaku Ketua 
Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur. Dan 
Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Surabaya, Bapak 
Wahyudiono, S.H., selaku Staff Bagian Sekretariat Badan 
Penyelesaian Sengketa Surabaya. Seluruh narasumber 
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merupakan pihak-pihak yang berkompeten agar penulis 
memperoleh data dan informasi yang diperlukan. 
2. Teknik studi kepustakaan, yaitu menelaah bahan-bahan tertulis 
berupa dokumen resmi peraturan perundang-undangan, media 
cetak, internet, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah 
yang akan dibahas dalam penelitian. 
 
D. Teknik Analisis Data 
Berdasarkan data primer dan data sekunder yang telah 
diperoleh, penulis kemudian mengolah data tersebut. Penulis 
menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis data 
yang ada untuk menguraikan dan menjelaskan permasalahan 
mengenai perlindungan konsumen  dalam hubungannya dengan 
hukum perlindungan konsumen atas kode Badan Pengawas Obat 
dan Makanan pada produk kopi. Hal ini dimaksudkan untuk 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
A. Peranan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Terhadap 
Produk Kopi Berkode Fiktif. 
Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang bahwa 
perlindungan terhadap konsumen harus menjadi perhatian yang serius 
oleh pemerintah khususnya pada produk pangan yang beredar di 
lingkungan masayarakat, sehingga para konsumen dan masyarakat pada 
umumnya tidak menjadi korban dari pihak produsen yang tidak 
bertanggungjawab. 
Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi 
setiap manusia.26 Oleh Karena itu, pemerintah wajib memberi perhatian 
khusus pada kegiatan perdagangan nasional. Undang-undang 
Perindungan Konsumen diharapkan dapat menciptakan kegiatan usaha 
perdagangan yang adil tidak hanya bagi kalangan pelaku usaha, 
melainkan secara langsung untuk kepentingan konsumen, baik selaku 
pengguna, pemanfaat maupun pemakai barang dan/atau jasa yang 
ditawarkan oleh pelaku usaha. 
Dalam mencapai perlindungan terhadap konsumen maka setiap 
produk pangan khususnya produk makanan dan minuman wajib 
                                                             
26
  Lampiran I : Pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industry Rumah 
Tangga. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia 
Nomor HK. 03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang pedoman pemberian sertifikat 
produksi pangan industry rumah tangga. 
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memenuhi standard keamanan dan mutu pangan, sebagaimana diatur 
dalam Undang-undang Kesehatan Pasal 111 bahwa makanan dan 
minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada 
standard dan/atau persyaratan kesehatan. Hal  ini dilakukan untuk 
memenuhi hak konsumen yakni berhak atas kenyamanan, keamanan dan 
keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. 
Dalam mewujudkan hak konsumen tersebut maka Undang-undang 
Pangan dalam Pasal 20 mengatur bahwa setiap orang yang memproduksi 
pangan untuk diperdagangkan wajib menyelenggarakan sistem jaminan 
mutu, sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi, yakni dengan terlebih 
dahulu diuji secara laboratoris sebelum diedarkan. Pengujian laboratoris 
harus dilakukan dilaboratorium yang telah ditunjuk oleh dan atau telah 
memperoleh akreditasi dari pemerintah.  
Upaya pengujian laboratoris terhadap pangan sebelum beredar dan 
bahkan pangan yang telah beredar dilakukan karena tidak sedikit pelaku 
usaha tidak beriktikad baik sesuai kewajibannya yang telah ditentukan 
dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf (a) yaitu 
kewajiban pelaku usaha adalah beriktikad baik dalam melakukan kegiatan 
usahanya. Oleh karena itu, pemerintah wajib melakukan pengawasan 
terhadap produk pangan yang beredar di dalam negeri. 
Dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, pemerintah membentuk 
Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menunjukkan perhatian 
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pemerintah dalam melakukan pengawasan serta menjamin  keamanan 
produk pangan yang beredar di masyarakat. Pada Pasal 67 Keputusan 
Presiden tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen 
menegaskan tugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu 
melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan 
makanan. 
Badan Pengawas Obat dan Makanan seperti yang diharapkan telah 
melakukan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap makanan 
dan minuman, yakni pada tanggal 28 November 2011 mengumumkan  
penemuan 22 merek kopi yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) 
jenis tadalafil dan sildenafil yang berbahaya bagi kesehatan konsumen, 
dimana sebelumnya Badan Pengawas Obat dan Makanan mengambil 56 
sampling merek kopi kemasan yang beredar di masyarakat. 
Tabel 1. 
Daftar produk kopi yang mengandung Bahan Kimia Obat.27 
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  pom.go.id. Peringatan Publik/Public Warning. Nomor HM.04.01.1.53.11.11.09775. 
No. Nama Produk Produsen 
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44 
 
Dalam tabel hasil uji terlihat menunjukkan simbol positif (+) untuk 
produk kopi yang mengandung bahan kimia obat jenis tadalafil atau 
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Depkes RI TR 
147/11-10/2005 
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15 Kopi Mahabbah 
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Kab. 
Sidoarjo 
 +  + 
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 +  N/A 
19 Matador Coffee  -  -  -  + N/A 
20 
Mawaddah 





 +  + 
21 On Coffee  -  -  -  +  + 
22 
Premium 
Energy Coffee  - 




 + N/A 
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bahan kimia obat jenis tadalafil atau sildenafil, sedangkan simbol N/A 
menurut keterangan Ibu Netty Nur Mulianty Kepala Tata Usaha Balai 
Besar Pengawas Obat dan Makanan Makassar adalah Non Analizing atau 
tidak terdeteksi. Hal tersebut membuktikan bahwa pelaku usaha selain 
tidak melakukan iktikad baik dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha 
juga telah melakukan apa yang telah dilarang dalam Undang-undang 
tentang Pangan Pasal 10 ayat (1) yaitu setiap orang yang memproduksi 
pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai 
bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau melampaui 
ambang batas maksimal yang ditetapkan. 
Tabel 1. juga menunjukkan bahwa produk kopi yang mengandung 
Bahan Kimia Obat tersebut masing-masing memiliki kode izin edar 
Produksi Industri Rumah Tangga atau PIRT. PIRT adalah kode izin edar 
yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan daerah masing-masing produk 
diproduksi mengikuti Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah 
Tangga. 
Hasil wawancara penulis (Jum’at, 27 Juli 2012) dengan Ibu Endang 
Sulastri, SKM, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan 
Sidoarjo, cara pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah 
Tangga (SP-PIRT), yaitu:  
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1. Pelaku usaha/perusahaan yang telah memiliki Sertifikat 
Penyuluhan Keamanan Pangan. Sertifikat tersebut membuktikan 
bahwa pelaku usaha telah mengikuti penyuluhan keamanan 
pangan yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten yakni Dinas 
Kesehatan dan Balai Besar POM setempat. Adapun Materi 
Penyuluhan Keamanan Pangan, yaitu:28 
a. Peraturan perundang-undangan di bidang pangan. 
b. Keamanan dan mutu pangan. 
c. Teknologi proses pengolahan pangan. 
d. Prosedur operasi sanitasi yang standard. 
e. Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga 
(CPPB-IRT). 
f. Penggunaan bahan tambahan pangan. 
g. Persyaratan label dan iklan pangan. 
Sedangkan, materi pendukung yaitu: 
a. Pencantuman label halal. 
b. Etika bisnis dan penegembangan jejaring bisnis IRTP.  
2. Selain Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan, pelaku 
usaha/perusahaan juga harus menunjukkan sertifikat hasil uji 
laboratorium atas produknya dari laboratorium yang telah 
terakreditasi sebagai bukti bahwa pangan yang diproduksi tidak 
mengandung bahan tambahan yang berbahaya dan terbukti aman. 
                                                             
28
  Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia 
NomorHk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat 
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. 
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3. Setelah keduanya terpenuhi, maka pihak Dinas Kesehatan akan 
melakukan pemeriksaan ke lokasi produksi/perusahaan. Adapun 
yang diperiksa oleh Dinas Kesehatan dalam kunjungan ke lokasi 
produksi, yaitu:29 
a. Lokasi dan lingkungan produksi. 
b. Bangunan dan fasilitas. 
c. Peralatan produksi. 
d. Suplai Air atau sarana penyediaan air. 
e. Fasilitas dan dan kegiatan hygiene sanitasi. 
f. Kesehatan dan hygiene karyawan. 
g. Pemeliharaan dan program hygiene sanitasi. 
h. Penyimpanan. 
i. Pengendalian proses. 
j. Pelabelan pangan. 
k. Pengawasan oleh penanggung jawab. 
l. Penarikan produk. 
m. Pencatatan dan dokumentasi. 
n. Pelatihan karyawan. 
4. Kemudian setelah lulus pemeriksaan, sertifikat PIRT diberikan 
kepada pemohon/pelaku usaha/perusahaan. 
Sertifikat Produk Industri Rumah Tangga atau disingkat PIRT yang 
diberikan kepada pelaku usaha dapat dicabut apabila pelaku usaha 
                                                             
29
  Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia  Nomor 
HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana 
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. 
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terbukti melakukan apa yang telah ditentukan pada Undang-undang 
tentang Kesehatan Pasal 111 ayat (6) yaitu makanan yang tidak 
memenuhi standard, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan 
kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin 
edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. 
Berkaitan dengan kode PIRT yang dicantumkan pada kemasan 
produk, dari hasil wawancara penulis (Kamis, 26 Juli 2012) dengan Dra. 
Edy Kusumastuti, Apt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Besar POM 
Surabaya, beliau mengatakan bahwa di Jawa Timur dikeluarkannya kode 
PIRT untuk usaha produksi rumah tangga sepenuhnya merupakan 
kewenangan Dinas Kesehatan setempat, sedangkan Balai Besar 
Pengawas Obat dan Makanan Surabaya hanya bertugas mengawasi 
produk-produk yang memiliki kode izin edar, baik yang dikeluarkan oleh 
Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Balai Besar Obat dan Makanan 
maupun kode izin edar yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan yaitu kode 
Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), hal ini berbeda dengan hasil pra-
penelitian penulis pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 
Makassar, dari hasil wawancara penulis (Kamis, 7 Juni 2012) dengan Ibu 
Netty Nur Mulianty Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Besar Pengawas 
Obat dan Makanan Makassar, beliau mengatakan bahwa dikeluarkannya 
kode izin edar Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) pada produk 
pangan oleh Dinas Kesehatan harus melalui hasil uji laboratorium pangan 
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oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Makassar, sedangkan 
untuk Wilayah Jawa Timur produk pangan dapat diuji laboratorium pada 
laboratorium yang telah terakreditasi. Hal ini membuat penulis 
menyimpulkan bahwa sistem pemberian sertifikat PIRT oleh setiap 
wilayah adalah berbeda.  
Terlepas dari proses dikeluarkannya kode izin edar PIRT yang 
berbeda antara Propinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, penulis 
menemukan di lapangan yaitu beberapa produk kopi yang mengandung 
Bahan Kimia Obat yang ditemukan Badan Pengawas Obat dan Makanan 
mencantumkan kode izin edar PIRT palsu atau fiktif.  
Hasil wawancara penulis (Rabu, 25 Juli 2012), dengan Dra. 
Trikoranti M.Apt. Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar 
POM Surabaya, mengatakan bahwa produk kopi mengandung Bahan 
Kimia Obat yang diakui Badan Pengawas Obat dan Makanan yang 
diproduksi di Jawa Timur khususnya Kabupaten Sidoarjo hanya ada 4 
(empat), begitupun dengan kode izin edar yang dimilikinya. Hal ini 
dibenarkan pihak Dinas Kesehatan Sidoarjo yaitu dari hasil wawancara 
penulis (Jumat, 27 Juli 2012) dengan Endang Sulastri, SKM, Kepala 
Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Sidoarjo juga mengaku 
bahwa hanya ada 4 merek kopi yang diakui kode PIRT yang dicantumkan 
pada kemasan produk tersebut pernah dikeluarkan pihak Dinas 
Kesehatan Sidoarjo, sedangkan selain dari 4 merek kopi yang diakui 
tersebut adalah palsu atau fiktif atau tidak pernah dikeluarkan. 
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Adapun 4 (empat) produk kopi yang benar diproduksi di Kabupaten 
Sidoarjo dan terdaftar di Dinas Kesehatan Sidoarjo dapat dilihat pada 
Tabel.2.  
Tabel 2. 
Daftar Produk Kopi dan kode PIRT yang dikeluarkan oleh Dinas 
Kesehatan Sidoarjo.30 
 
No. Nama Produk Produsen No. Registrasi Lokasi 
Hasil Uji 
Tadalafil Sildenafil 































Tindakan yang dilakukan terhadap keempat produk kopi yang 
mengandung Bahan Kimia Obat pada Tabel 2. Khususnya pada kode izin 
edar PIRT yang dimiliki, berdasarkan hasil wawancara penulis (Jum’at, 27 
Juli 2012) di Dinas Kesehatan Sidoarjo, menurut Endang sulastri, SKM, 
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Sidoarjo, yaitu 
izin edar yang dimiliki oleh pelaku usaha yaitu PIRT yang dikeluarkan oleh 
Dinas Kesehatan Sidoarjo dicabut oleh pihak Dinas Kesehatan Sidoarjo. 
Proses pencabutan PIRT oleh Dinas Kesehatan Sidoarjo, sesuai 
keterangan Endang Sulastri, SKM (Jum’at, 27 Juli 2012) yaitu setelah 
pihak Dinas Kesehatan menerima laporan dari Pihak Balai Besar POM, 
pihak Dinas Kesehatan lalu melakukan kunjungan langsung ke lokasi 
produksi untuk membuktikan kebenaran laporan tersebut. Ketika Dinas 
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  Sumber: Hasil wawancara penulis dengan Ibu Endang Sulastri Kepala Bidang 
Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Sidoarjo. Jum’at 27 Juli 2012. 
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Kesehatan Sidoarjo menemukan fakta kebenaran laporan Balai Besar 
Pengawas Obat dan Makanan, kemudian Dinas Kesehatan Sidoarjo 
mengeluarkan surat pencabutan izin PIRT yang dimiliki oleh produsen. 
Pencabutan izin PIRT dilakukan pada tanggal 8 November 2011. 
Tindakan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan 
Makanan Surabaya dan Dinas Kesehatan tersebut di atas berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Standard 
Keamanan, Mutu dan Gizi PanganPasal 45, yaitu badan berwenang 
melakukan pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan yang beredar. 
Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, badan berwenang untuk 
mengambil contoh pangan yang beredar dan/atau melakukan pengujian 
terhadap contoh pangan. Kemudian Hasil pengujian untuk pangan olahan 
hasil industri rumah tangga pangan dan pangan siap saji disampaikan 
kepada dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 
Kemudian dalam hal pencabutan kode izin edar PIRT yang dimiliki pelaku 
usaha, didasarkan pada aturan Peraturan Pemerintah Standard 
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan Pasal 47 ayat. Dalam hal berdasarkan 
hasil pengujian dan/atau hasil pemeriksaan terjadi pelanggaran, 
Gubernur, Bupati/Walikota atau Kepala Badan, berwenang mengambil 
tindakan administratif. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud 
adalah: 
a. peringatan secara tertulis. 
b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau 
perintah menarik produk pangan dari peredaran. 
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c. pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan 
dan jiwa manusia. 
d. penghentian produksi untuk sementara waktu. 
e. pengenaan denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) dan/atau 
f. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran 
atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. 
Adapun seperti yang telah dinyatakan oleh Ibu Endang Sulastri 
SKM, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Sidoarjo 
(Jumat, 27 Juli 2012) tentang produk kopi mengandung Bahan Kimia Obat 
yang mencantumkan kode izin edar PIRT palsu atau fiktif juga ada 4 
(empat). 
Tabel. 3 
Daftar Produk Kopi yang mengandung Bahan Kimia Obat yang 
mencantumkan Kode PIRT Fiktif.31 
 
No Nama Produk Produsen No. Registrasi 
pada Label 
Lokasi Hasil Uji 
Tadalafil Sildenafil 
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  Sumber: Hasil wawancara penulis dengan Ibu Endang Sulastri Kepala Bidang 
Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Sidoarjo. Jum’at, 27 Juli 2012. 
53 
Berdasarkan keterangan Ibu Endang Sulastri SKM, Kepala Bidang 
Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Sidoarjo (Jumat, 27 Juli 2012) 
bahwa selain kode izin edar PIRT yang tidak pernah dikeluarkan oleh 
pihak Dinas Kesehatan, lokasi produksi yang dicantumkan pada kemasan 
produk kopi tersebut juga tidak terdapat di Kabupaten Sidoarjo, sehingga 
yang dapat dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 
Surabaya, berdasarkan hasil wawancara  penulis ( Kamis, 6 September 
2012) pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan berkoordinasi 
dengan pihak Dinas Kesehatan, yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan 
Makanan Surabaya sebagai Badan Pengawas telah melakukan sampling 
dan uji laboratorium. Hasil uji yang tidak memenuhi syarat kemudian 
diinformasikan ke instansi terkait, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 
Tahun 2001 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan Pasal 45, yaitu 
Badan32 berwenang melakukan pengawasan yakni melakukan sampling 
terhadap pangan yang beredar kemudian diinformasikan untuk 
ditindaklanjuti oleh instansi terkait yaitu Dinas Kesehatan setempat. 
Tindakan yang kemudian dilakukan oleh Dinas Kesehatan Sidoarjo 
terhadap 4 (empat) produk kopi mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) 
yang memiliki kode izin edar PIRT fiktif tersebut, menurut keterangan Ibu 
Endang Sulastri Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas 
Kesehatan Sidoarjo (Jumat, 27 Juli 2012) adalah dengan melakukan 
tindakan pengawasan yakni melakukan pemeriksaan terhadap produk 
                                                             
32
  Badan adalah badan yang bertanggung jawab di bidang pengawasan obat dan 
Makan. Pasal 1 angka (27). PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu 
dan Gizi Pangan. 
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yang diduga terjadi pelanggaran hukum, seperti yang diatur pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu 
dan Gizi Pangan Pasal 46 ayat (3) yaitu Bupati/Walikota berwenang 
melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya 
pelanggaran hukum di bidang pangan siap saji dan pangan olahan hasil 
industri rumah tangga. Pengawasan dilakukan secara rutin seperti yang 
telah ditentukan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri 
Rumah Tangga yakni Bupati/Walikota cq. Dinas Kesehatan Kabupaten 
Sidoarjo wajib melakukan monitoring terhadap pemenuhan persyaratan 
SPP-IRT yang diterbitkan minimal 1 (satu) kali dalam setahun. 
Sedangkan, atas dasar Peraturan Pemerintah tentang Keamanan, Mutu 
dan Gizi Pangan Pasal 47 yaitu berdasarkan hasil pengujian dan/atau 
pemeriksaan terjadi pelanggaran, Gubernur/Walikota atau Kepala Badan, 
berwenang mengambil tindakan administratif, yang mana salah satu 
tindakan administratif yang dapat dilakukan adalah larangan mengedarkan 
untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk dari peredaran, 
sehingga produk kopi yang ditemukan di lapangan langsung ditarik oleh 
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya bekerja sama 
dengan Dinas Kesehatan Sidoarjo karena membahayakan kesehatan 
manusia.  
Selain tindakan pengawasan dan penarikan produk secara 
langsung, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan bekerja sama 
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dengan Dinas Kesehatan juga beberapa kali melakukan penyuluhan 
tentang keamanan pangan kepada masyarakat umum khususnya tentang 
fungsi pada setiap label yang dicantumkan pada kemasan. Hal ini juga 
sekaligus dilakukan untuk mencegah terulangnya kembali kasus produk 
kopi yang mengandung Bahan Kimia Obat dan produk pangan yang 
menggunakan kode izin edar yang fiktif pada kemasan. 
    Adapun  tindakan yang dilakukan terhadap 22 merek kopi yang 
mengandung Bahan Kimia Obat baik itu yang memiliki kode izin edar PIRT 
yang terdaftar ataupun kode izin edar palsu atau fiktif atau tidak terdaftar, 
khususnya 8 (delapan) merek kopi mengandung Bahan Kimia Obat yang 
diproduksi di Sidoarjo, Jawa Timur, menurut keterangan Dra. Trikoranti, 
M.Apt. Kepala Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar 
Pengawas Obat dan Makanan Surabaya (Kamis, 26 Juli 2012), yaitu: 
1. Melakukan pemeriksaan setempat, apabila lokasi produksi 
terdaftar atau terdeteksi.  
2. Mengamankan produk kopi yang mengandung Bahan Kimia 
Obat. 
3. Memberikan peringatan kepada produsen kopi untuk tidak 
memproduksi dan mengedarkan kopi yang mengandung Bahan 
Kimia Obat, untuk produk yang identitas pelaku usahanya 
diketahui atau terdaftar. 
4. Merekomendasikan kepada Dinas Kesehatan Sidoarjo untuk 
mencabut izin PIRT pelaku usaha/produsen kopi tersebut, untuk 
produk yang memiliki izin edar PIRT terdaftar pada Dinas 
Kesehatan. 
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Setelah itu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya 
bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Sidoarjo, melakukan pemusnahan 
terhadap produk yang mengandung Bahan Kimia Obat. 
Terhadap pelanggaran mencampurkan Bahan Kimia Obat pada 
produk kopi dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-undang tentang 
Pangan, Pasal 55 huruf (b) dan huruf (i), yaitu barang siapa dengan 
sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan 
tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan secara 
melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, dapat dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling 
banyak Rp. 600.000.000,-  (enam ratus juta rupiah). Sedangkan, pada 
produk kopi yang mencantumkan kode izin edar PIRT, dapat diberikan 
sanksi berdasarkan Undang-undang tentang Pangan Pasal 58 huruf (i) 
dan (l), bahwa barang siapa memberikan keterangan atau pernyataan 
secara tidak benar dan atau menyesatkan mengenai pangan yang 
diperdagangkan melalui, dalam dan atau dengan label dan atau iklan, 
dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau 
denda paling banyak Rp. 360.000.000.00,- (tiga ratus enam puluh juta 
rupiah).  Namun dalam kenyataannya dari hasil penelitian penulis di 
lapangan untuk kasus produk kopi yang mengandung Bahan Kimia Obat 
atau produk kopi yang mencantumkan kode izin edar palsu atau fiktif 
belum ada yang masuk dalam peradilan resmi sehingga sanksi yang 
diterima pelaku usaha yang mencampurkan bahan tambahan yang 
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dilarang dan/atau mencantumkan kode izin edar palsu atau fiktif masih 
terbatas pada tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu 
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Dinas Kesehatan 
setempat, seperti penarikan dan pemusnahan produk dan pencabutan izin 
edar untuk produk yang terdaftar. 
 
B. Peranan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 
Masyarakat (LPKSM) Terhadap Kerugian yang Timbul Pada 
Konsumen Akibat Produk Kopi yang Berkode Fiktif. 
Setelah orde baru yang kemudian menjadi negara yang menganut 
prinsip demokrasi, maka kebebasan tampak jelas dilakukan oleh 
masyarakat Indonesia.Kebebasan terhadap Pers mulai tampak, 
sedangkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pun semakin populer. 
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, menurut Pasal 
10 Undang-undang Perlindungan Konsumen merupakan lembaga 
nonpemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan 
konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak menggunakan 
istilah organisasi nonpemerintah atau ornop, melainkan Lembaga 
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang disingkat LPKSM. 
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ini dalam Pasal 
2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 yaitu terdaftar 
pada pemerintah kabupaten/kota dan bergerak di bidang perlindungan 
konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar LPKSM. 
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Adapun tugas LPKSM sebagaimana diatur dalam Undang-undang 
Perlindungan Konsumen, yaitu: 
1. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran 
atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam 
mengonsumsi barang dan/atau jasa. 
2. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya. 
3. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan 
perlindungan konsumen. 
4. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, 
termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. 
5. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat 
terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. 
Terkait dengan tugas LPKSM tersebut, maka dalam peranannya 
melindungi konsumen atas kerugian yang diterima dari mengonsumsi 
suatu barang dan/atau jasa sudah menjadi kewajiban Lembaga 
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. 
Dari hasil wawancara Penulis (Senin, 30 Juli 2012) dengan Bapak 
Muhammad Said Sutomo Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan 
Konsumen Jawa Timur yang disingkat YLPK Jatim, bahwa Beliau telah 
mengetahui kasus 22 merek kopi yang mengandung Bahan Kimia Obat 
yang dilansir oleh BPOM.  
Setelah pihak YLPK Jatim mengetahui tentang produk kopi yang 
mengandung Bahan Kimia obat tersebut, pihak YLPK segera melakukan 
sosialisasi secara lisan dimulai dari keluarga masing-masing anggota 
59 
YLPK Jatim, lingkungan masyarakat terdekat, kemudian ke masyarakat 
luas atau konsumen melalui websitewww.ylpk.com. Hal tersebut dilakukan 
sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen, sebagaimana diatur 
pada Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 44 ayat (3) huruf 
(a), yaitu menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran 
atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi 
barang dan/atau jasa.  
Mengenai pengaduan akibat kerugian yang diterima oleh 
konsumen, berdasarkan hasil wawancara penulis ( 29 Juli 2012 ) dengan 
Bapak Muhammad Said Sutomo Ketua YLPK menyatakan bahwa belum 
ada pengaduan konsumen yang dirugikan oleh produk kopi yang 
mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) tersebut.  
Sementara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Surabaya 
juga mengaku, bahwa belum ada pengaduan yang mengalami kerugian 
akibat mengonsumsi produk kopi berbahan kimia obat tersebut.  
Menurut pengakuan Wahyudiono, S.H., Staf Bagian Sekretariat 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Surabaya (Kamis, 26 Juli 
2012), bahwa pihak Badan Perlindungan Sengketa Konsumen Surabaya 
belum pernah menerima pengaduan baik dari masyarakat maupun dari 
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Beliau 
juga mengaku bahwa sebagian besar aduan yang ditangani adalah, 
pengaduan terhadap pelayanan jasa oleh perusahaan pemberian kredit 
motor dan mobil atau barang jasa lainnya. 
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Selanjutnya Bapak Muhammad Said Sutomo Ketua YLPK Jatim 
menjelaskan bahwa (Senin, 30 Juli 2012) apabila ada laporan dari 
konsumen yang dirugikan akibat produk kopi yang mengandung Bahan 
Kimia Obat (BKO) tersebut, maka YLPK Jatim akan mengambil tindakan 
yaitu melakukan advokasi terhadap konsumen yang dirugikan dan 
melaporkan kasus dan keluhan konsumen tersebut kepada Balai Besar 
Pengawas Obat dan Makanan setempat. Kedua hal tersebut dilakukan 
berdasarkan tugas yang telah ditentukan dalam UUPK, yaitu membantu 
konsumen memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau 
pengaduan konsumen. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 
tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 
Masyarakat Pasal 7, juga dijelaskan bahwa dalam membantu konsumen 
untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau 
pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara 
mandiri, baik secara perorangan maupun perkelompok. 
Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur (YLPK 
Jatim) dalam melakukan penanganan pengaduan memiliki mekanisme 
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Melihat gambar mekanisme penanganan pengaduan di atas, maka 
dapat diketahui bahwa pengaduan/laporan dari konsumen dapat dilakukan 
baik mendatangi secara langsung ke kantor Yayasan Lembaga 
Perlindungan Konsumen, atau pengaduan/laporan dapat juga 
disampaikan melalui telepon, fax, ataupun surat. Setelah laporan diterima, 
pengadu/pelapor wajib mengisi formulir pengaduan. Kemudian pihak 
YLPK menentukan apakah laporan tersebut diterima atau ditolak, jika 
laporan ditolak maka laporan tidak dilanjutkan atau diproses atau selesai, 
sedangkan jika laporan diterima maka pengadu/pelapor melakukan 
registrasi pengaduan, kemudian tugas YLPK melakukan klarifikasi kepada 
pelaku usaha berdasarkan aduan yang diterima. YLPK kemudian 
melakukan mediasi, jika tidak ada penyelesaian, maka pengadu/pelapor 
dapat melakukan somasi ke pelaku usaha. Pengadu/pelapor dapat 
memilih tempat untuk menyelesaikan sengketa, yakni perkara diadukan 
oleh YLPK ke Pengadilan Negeri atau BPSK. Setelah ada putusan dari 
pengadilan atau BPSK, baik kalah maupun menang, putusan tersebut 
dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum atau yurisprudensi. 
Terkait dengan produk kopi yang mencantumkan kode izin edar 
fiktif, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan  Bapak Muhammad 
Said Sutomo Ketua YLPK Jatim (2 Agustus 2012), bahwa pihak YLPK 
sendiri tidak tahu bahwa terdapat beberapa merek kopi berbahan kimia 
obat yang ditemukan Badan Pengawas Obat dan Makanan 
mencantumkan kode izin edar PIRT yang fiktif. Namun, setelah 
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mengetahui berita tersebut, maka langkah pertama yang dilakukan oleh 
pihak YLPK Jatim adalah melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada 
pihak-pihak yang berkompeten dalam urusan kode izin edar suatu produk 
yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya dan Dinas 
Kesehatan Sidoarjo. Dan setelah menerima informasi dari pihak Balai 
Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya dan Dinas Kesehatan 
Sidoarjo, maka YLPK Jatim bertindak, yakni memberikan informasi 
kepada masyarakat sesuai Undang-undang Perlindungan Konsumen, 
yaitu menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas 
hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa. 
Selanjutnya Menurut keterangan Bapak Muhammad Said Sutomo, 
Ketua YLPK Jatim (24 September 2012), tugas YLPK dalam mengangani 
kasus produk kopi berbahan kimia obat yang mencantumkan kode izin 
PIRT palsu atau fiktif hanya pada ruang lingkup hukum perdatanya 
tentang hasil uji laboratorium kandungan kopi serta perlindungan terhadap 
konsumen, sedangkan untuk tindakan pada ruang lingkup pidana harus 







Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian, maka penulis 
dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Peranan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya 
selaku unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Republik Indonesia di Jawa Timur terhadap kode izin edar Produk 
Industri Rumah Tangga (PIRT) yang dicantumkan pada kemasan 
produk ada 2, yaitu pertama, untuk kode izin edar PIRT yang 
terdaftar pada Dinas Kesehatan dilakukan tindakan berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Standard 
Mutu, Keamanan dan Gizi Pangan Pasal 47 ayat (2) huruf (f) yaitu 
izin edar PIRT yang dimiliki oleh pelaku usaha telah dicabut oleh 
pihak Dinas Kesehatan Sidoarjo. Kemudian yang kedua, untuk 
kode izin edar PIRT palsu atau fiktif atau tidak pernah dikeluarkan 
oleh pihak Dinas Kesehatan Sidoarjo dilakukan tindakan 
pengawasan rutin minimal 1 (satu) kali dalam setahun berdasarkan 
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang 
Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah 
Tangga tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan 
Industri Rumah Tangga, jika ternyata masih terdapat Produk kopi 
yang dimaksud masih beredar di masyarakat dan ditemukan di 
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lapangan akan langsung ditarik oleh Balai Besar Pengawas Obat 
dan Makanan Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan 
Sidoarjo. Adapun sanksi terhadap pelaku usaha yang 
mencantumkan kode izin PIRT palsu atau fiktif diatur dalam Pasal 
58 Undang-undang Pangan, yaitu pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 360.000.000.00,- 
(tiga ratus enam puluh juta rupiah). 
2. Adapun peranan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 
Masyarakat setempat dalam hal ini Yayasan Lembaga 
Perlindungan Konsumen Jawa Timur (YLPK Jatim) dalam 
kegiatannya melindungi konsumen yaitu menjalankan fungsinya 
seperti yang telah diatur pada Undang-undang Perlindungan 
Konsumen Pasal 44 ayat (3), yakni memberikan informasi, bekerja 
sama dengan instansi terkait/berkompeten serta memperjuangkan 
hak komsumen dengan melakukan advokasi terhadap korban yang 
mengalami kerugian akibat mengonsumsi produk kopi yang 
berkode izin edar fiktif, sesuai Pasal 7 Peraturan Pemerintah 
tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. 
 
B. Saran 
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian mengenai peranan  
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya dan peranan 
Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur, maka berikut ini 
diajukan beberapa saran sebagai berikut: 
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1. Hendaknya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di seluruh 
Indonesia lebih meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi 
terkait dalam pengawasan pangan dan perdagangan. Hal ini 
membantu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam 
mengoptimalkan peranannya dalam mengawasi produk-produk 
yang beredar di masyarakat. Selain itu, karena keterbatasan 
pengetahuan konsumen mengenai standard mutu pangan dan 
pelabelan, maka pihak-pihak yang berwenang dalam memberikan 
izin edar terhadap produk, sebaiknya selain melakukan penyuluhan 
umum untuk masyarakat, Balai Besar Pengawas Obat dan 
Makanan dan pihak lainnya mengeluarkan inovasi tentang teknik 
pelabelan agar konsumen dapat dengan mudah mengetahui label 
kode izin edar yang benar dan label kode izin yang palsu atau fiktif. 
2. Peranan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 
hendaknya lebih aktif dalam memberikan informasi dan 
pengetahuan mengenai perlindungan terhadap konsumen. Selain 
itu, sama seperti Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, 
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 
hendaknya meningkatkan kerjasama dan interaksi dengan instansi-
instansi terkait dalam melindungi konsumen, agar persentase 
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